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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Putusan Nomor 

762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Putusan Hakim telah memberikan upaya perlindungan hukum bagi 

pemegang hak cipta, yang menyatakan bahwa Terdakwa Aditya Fernando 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak 

dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan 

pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu berupa Penerbitan Ciptaan, 

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau 

salinannya dan/atau, Pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara 

Komersial”. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa telah mengunggah film 

milik PT Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta tanpa ijin, yang 

Terdakwa unggah dalam platform websitenya yaitu Duniafilm21. 

2. Akibat hukum berupa penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan 

pengumuman ciptaan karya sinematografi dengan tanpa hak dan tanpa izin 

Pencipta yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

serta tayangan dari ciptaan karya sinematografi dalam film Keluarga 

Cemara milik Pemegang Hak Cipta dihapus dalam platform website milik 

Terdakwa yaitu Duniafilm21. 
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B. Saran  

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia diharapkan dapat memberikan atau mengadakan pengarahan 

maupun pengetahuan secara khusus dalam hal di bidang hak cipta kepada 

masyarakat umum, dalam mengantisipasi adanya pelanggaran hak cipta 

sinematografi yang dikomersialkan tanpa seizin pencipta atau pemegang 

hak cipta melalui situs streaming film illegal.  

2. Dalam upaya untuk melindungi hasil karya ciptaan sinematografi dari setiap 

kegiatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, 

diharapkan Kominfo dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk 

memblokir situs-situs streaming film ilegal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


